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ABSTRAK 

Barang milik daerah adalah aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, 

barang dikelola dan digunakan sebagai penunjang jalannya pemerintahan daerah. 

Barang milik daerah adalah seluruh kekayaan daerah baik yang dibeli atau 

diperoleh hasil dari beban anggaran pendapatan belanja daerah atau dari perolehan 

lain yang sah baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Pengelolaan barang milik 

daerah dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan kekayaan dan aset 

daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Laporan tugas akhir ini 

bertujuan untuk mengetahui implementasi pengelolaan barang milik daerah di 

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon sudah sesuai dengan 

Permendagri No. 19 Tahun 2016. Pengelolaan barang milik daerah dilakukan 

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon, secara prosedur sudah 

sesuai dengan peraturan terkait, namun masih terdapat kendala dalam hal 

pengelolaan yaitu tentang perencaan, penatausahaan dan penghapusan barang milik 

daerah. 

Kata kunci : Barang Milik Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Badan 

Keuangan dan Aset Daerah  
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

di mana menjelaskan mengenai diselenggarakannya urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

setempat berdasarkan asas otonomi, dan menunjang 

penyelenggaraannya berdasarkan asas otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan asas kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan asas 

tersebut pemerintah daerah seluas-luasnya untuk menjalankan urusan 

pemerintahan secara mandiri. Sebagaimana pada Peraturan Pemerintah 

No 27 tahun 2014 Gubernur/Bupati/Walikota adalah yang memiliki 

kewenangan untuk mengelola barang milik daerah, sekretaris adalah 

pengelola barang, dan penanggung jawab unit perlengkapan adalah 

pengguna barang (Sondakh, Sabijono, & Mawikere, 2017).  Pada intinya 

pengelolaan BMD dilakukan untuk melakukan perencanaan dan 

penganggaran kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan dan 

pemeliharaan, penilaian, relokasi, pemusnahan, pembuangan, 

penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 

Salah satu pengelolaan BMD adalah penghapusan barang milik 

daerah, hal ini dilakukan pada akhir dari tahapan pengelolaan barang 

milik daerah. Salah satu jenis yang sering dilakukan penghapusan 
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adalah peralatan dan mesin karena memiliki masa atau waktu ekonomis 

yang di mana setiap tahunnya akan disusutkan dan apabila waktunya 

sudah habis akan dihapuskan dari aset pemerintah (Abas, Purnomo, & 

Merliyana, 2017). Peralatan dan mesin sudah tidak berada dalam 

penguasaan ataupun pengelolaan dari pemerintah daerah sendiri. Syarat 

barang yang dihapus menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 

tahun 2016, yakni barang tersebut hilang atau barang dalam kondisi 

kekurangan perbendaharaan atau kerugian. Dalam pengelolaan Barang 

Milik daerah khususnya pada penghapusan barang tidak semuanya 

mengimplementasikan menurut peraturan yang baru. 

Melakukan pengelolaan barang milik daerah hal yang sering 

menghambat pengelolaan barang adalah belum diterapkan secara baik 

peraturan yang terbaru untuk menggantikan peraturan yang lama, jika 

dilihat secara implementasinya sering kali pemerintah daerah ataupun 

SKPD memiliki pedoman peraturan yang terbaru untuk melakukan 

pengelolaan barang milik daerah tidak sedikit pula SKPD juga masih 

menerapkan peraturan yang lama guna menyesuaikan sistem yang 

sebelumnya (Kamarullah, Basrindu, & Jamili, 2017). Hal tersebut yang 

nantinya sering timbul penggunaan barang yang tidak sesuai dengan 

penggunaannya, barang menjadi rusak dan udang, hilang ataupun 

diambil atau dipergunakan oleh pihak lain dan terlebih lagi adapun 

barang yang jarang dikembalikan ke SKPD setelah pejabat pension. 

Implementasi yang dilakukan tentang pengelolaan barang milik daerah 
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juga harus memiliki aspek penting guna menunjang pengelolaan barang 

milik daerah tersebut seperti Sumber Daya Aparatur pemerintah sendiri, 

Skill, dan keterlibatan pada pengelolaan barang milik daerah. 

1.2. Tujuan Magang 

Tujuan penulisan laporan tugas akhir ini yaitu untuk mengetahui 

bagaimana Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon  

1.3. Target Magang 

Adapun target yang ingin dicapai yaitu dapat menjelaskan bagaimana 

Implementasi Permendagri No. 19 Tahun 2016 Atas Pengelolaan 

Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Cirebon 

1.4. Bidang Magang 

Kegiatan magang dilakukan pada bidang Pengelolaan Barang Milik 

Daerah dan Perbendaharaan di Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Cirebon. Dalam bidang Perbendaharaan mempunyai tugas 

merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan 

perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah. 

Dalam bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas 

merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan 

pengelolaan barang milik daerah. 
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1.5. Lokasi Magang 

Nama Perusahaan  : Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Cirebon 

Alamat  : Jalan Sunan Kalijaga No.12, Kec. 

Sumber, Kab. Cirebon 

Kode Pos  : 45611 

Telepon   : (0231) 8304433 

Peta Lokasi Magang  : 

 

Sumber : https://goo.gl/maps/1x2DjpyUtSTpdJfU8 

1.6. Jadwal Magang 

Waktu Pelaksanaan kegiatan magang pada Badan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Cirebon dilaksanakan selama 3 bulan yaitu dari 

tanggal 01 Maret 2022 – 01 Juni 2022. Jam kerja yang ditetapkan oleh 

BKAD Kab. Cirebon baik pada pegawai maupun kepada mahasiswa 
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magang yaitu 5 hari kerja dalam waktu satu minggu, yang dimulai pukul 

07.00 WIB s.d 15.30 WIB dengan rincian dan jadwal di bawah ini: 
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Tabel 1.1 Rincian Jadwal Magang 

N

o Keterangan 

2022 

Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November  

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

1 

Pelaksanaan 

Magang                                                                 

     

2 

Bimbingan 

Tugas 

Akhir                                                                 

     

3 

Penyusunan 

Tugas 

Akhir                                                                 

     

4 Ujian TA                                                                 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Pengertian Barang Milik Daerah (BMD) 

Berdasarkan (Pemerintah Dalam Negeri No. 19, 2016), Semua 

barang bergerak dan tidak bergerak serta bagiannya merupakan barang 

milik daerah atau harta benda, baik yang diperoleh atas beban anggaran 

pengelolaan daerah atau diperoleh dari perolehan lain yang sah. Keputusan 

ini memperhatikan asas-asas sebagai berikut:  

1. Asas fungsional 

2. Asas kepastian hukum 

3. Asas transparansi 

4. Asas rentabilitas 

5. Asas akuntabilitas 

6. Asas kepastian nilai 

Barang Milik Daerah meliputi barang yang diperoleh dengan biaya 

APBN/APBD dan barang-barang yang diperoleh dari perolehan lain yang 

sah. Barang milik daerah yang berasal dari perolehan hak lainnya antara 

lain: 

1. Barang yang diperoleh melalui hibah, donasi, dll. 

2. Barang diterima berdasarkan perjanjian/kontrak 

3. Barang yang dibeli secara legal. 
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4. Barang yang dibeli sebagai hasil keputusan akhir yang permanen. 

2.2. Penggunaan Barang Milik Daerah 

 Penggunaan barang milik daerah (Pemerintah Dalam Negeri 

Nomor 17, 2007) yaitu perangkat daerah yang diberi status guna 

melaksanakan tugas dan fungsi SKPD dan dapat dilakukan oleh pihak lain 

untuk pembinaan umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. 

Proses pemanfaatan barang milik daerah diawali dengan pengadaan yang 

diajukan oleh masing-masing instansi. Hal tersebut dapat disimpulkan 

bahwasanya penggunaan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang 

dilakukan oleh satu orang atau kelompok pengguna di dalam melakukan 

sebuah pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah sesuai dengan 

tugas pokok, dalam penggunaan barang milik daerah telah ditetapkan status 

penggunanya adalah SKPD di mana bertugas dan berfungsi untuk 

dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka pelayanan kepada publik. 

Keputusan ada pada daerah yang dapat menentukan siapa yang berhak 

menggunakan barang milik daerah. 

 Pengadaan barang-barang tersebut meliputi baik barang bergerak 

maupun barang tidak bergerak. Kerusakan barang milik daerah harus segera 

dilaporkan dan dimasukkan dalam anggaran, tidak semua karyawan dapat 

memperoleh barang milik daerah tersebut untuk menggunakan barang milik 

daerah komunitas, contohnya mobil, sepeda motor memiliki sebutan khusus 

seperti kabid, kasi, kabag. Segala kerusakan kendaraan menjadi tanggung 

jawab instansi masing-masing, di dalam melakukan penggunaan atau 
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pengelolaan barang milik daerah menurut (Madiasmo, 2002) terdapat 3 

prinsip dasar antara lain  

1. Perencanaan yang tepat.  

2. Pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif. 

3. Pengawasan (monitoring). 

2.3. Karakteristik Aset Daerah  

Aset daerah memiliki banyak macam golongan menurut (Labasio & 

Darwanis, 2019), aset pemerintah termasuk aset daerah dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Klasifikasi Tanah 

2. Klasifikasi Peralatan dan Mesin  

3. Klasifikasi Gedung dan Bangunan  

4. Klasifikasi Jalan, Irigasi dan Jaringan  

5. Klasifikasi Aset Tetap Lainnya 

6. Klasifikasi Konstruksi dan Pengerjaan  

Adapun penjelasan mengenai aset yang digolongkan sebagai berikut 

antara lain : 

1. Klasifikasi Tanah merupakan aset yang sangat penting yang dimiliki 

oleh negara agar negara dapat berfungsi dan melayani masyarakat. Aset 

tanah merupakan aset yang paling sulit untuk dikelola hal ini 

dikarenakan banyaknya jenis tanah milik negara dengan kondisi 

penggunaan yang berbeda-beda, sehingga banyak kepentingan terhadap 

tanah milik pemerintah. 



 

10 
 

2. Klasifikasi Peralatan dan mesin adalah Aset terkait erat dengan fungsi 

internal administrasi, baik untuk administrasi pusat maupun untuk 

otoritas lokal, bahkan jika otoritas memainkan peran dalam 

pengelolaannya (Yusuf, 2010:14) 

3. Klasifikasi gedung dan bangunan bagi suatu daerah merupakan alat 

yang paling penting karena pelayanan kepada masyarakat yang 

diberikan oleh pemerintah daerah banyak menggunakan gedung. 

Karakteristik gedung yang dimiliki oleh pemerintah daerah antara lain 

bangunan tempat kerja, gudang, gedung laboratorium, bangunan rumah 

sakit, bangunan tempat pertemuan, bangunan tempat beribadah, 

bangunan gedung olahraga, gedung pertokoan, bangunan pos, bangunan 

garasi, bangunan kandang hewan, bangunan perpustakaan, bangunan 

museum, dan sebagainya (Yusuf, 2010:21).  

4. Klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan, penilaian terhadap kualitas jalan 

adalah suatu indikator bahwa infrastruktur di daerah tersebut baik dan 

bagus. Untuk memudahkan pengendalian terhadap kualitas jalan maka 

administrasi pengelolaan jalan harus bagus. Untuk melihat jalan apa saja 

yang perlu dicatat dalam aset pemerintah daerah, baik untuk pemerintah 

provinsi maupun untuk pemerintah daerah kabupaten/kota (Yusuf, 

2010: 22). Bangunan air merupakan suatu bentuk bangunan yang dapat 

menampung air dalam rangka pengambilan air untuk irigasi, saluran 

pembawa irigasi, bangunan-bangunan seperti waduk, bangunan 
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pengambilan irigasi meliputi bendungan, bangunan pembuang irigasi, 

dan bangunan pengamanan irigasi (Yusuf, 2010:22). 

5. Klasifikasi aset tetap lainnya, aset tersebut tercantum dalam 

Permendagri No. 19 Tahun 2016 terdiri dari buku perpustakaan, 

majalah, barang perpustakaan, barang seni atau budaya, ternak dan 

tumbuhan. 

6. Klasifikasi konstruksi dalam proses Kelompok produk ini 

diperhitungkan besar biaya pengeluaran pada akhir periode konstruksi 

tahun tersebut. Kelompok komoditi ini seperti konstruksi bangunan dan 

non bangunan, jalan, jembatan, saluran air, tanaman dan jaringan 

(Yusuf, 2010:23)  

2.4 Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Daerah 

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan untuk merumuskan rincian 

kebutuhan Barang Milik Daerah untuk dihubungkan dengan pembelian 

barang di masa lalu dengan kondisi pada saat ini sebagai dasar untuk 

mengambil tindakan di masa mendatang. Perencanaan kebutuhan barang 

juga disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk melaksanakan 

tugas dan fungsi SKPD serta kesediaan barang yang ada. Rencana 

kebutuhan ruang yang harus mencerminkan kebutuhan aktual kepemilikan 

ruang di SKPD untuk digunakan sebagai dasar pembuatan RKBMD. 

(Progrestia & Nurhazana, 2020). Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016 

pada pasal 18 yaitu perencanaan kebutuhan barang disusun dengan 

memperhatikan kebutuhan pada pelaksanaan tugas dan fungsi dari SKPD 
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serta ketersediaan barang yang ada. Ketersediaan barang yang dimaksud 

pada ayat (1) barang yang ada pada pengelola barang atau pengguna barang, 

perencanaan barang yang yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu 

harus dapat mencerminkan kebutuhan barang yang nyata pada SKPD 

sehingga dapat dijadikan dasar penyusunan RKBMD. 

2.5 Pengadaan Barang Milik Daerah 

Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016 pasal 41 yaitu pengadaan 

barang dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan 

terbuka, pelaksanaan pengadaan barang dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Pada pasal 42 yaitu Pengguna barang juga 

wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan barang pada 

Gubernur/Bupati/Walikota melalui pengelola barang untuk ditetapkan 

status penggunaannya. Laporan hasil pengadaan barang tersebut yang 

dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari hasil laporan pengadaan bulanan, 

semesteran dan tahunan. 

2.6 Penggunaan Barang Milik Daerah 

Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016 pada Pasal 43 penetapan status 

pengguna barang yaitu kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Pada Pasal 44 

penggunaan barang milik daerah meliputi:  

1. Penetapan status penggunaan barang milik daerah 

2. Pengalihan status penggunaan barang milik daerah 

3. Penggunaan sementara barang milik daerah 



 

13 
 

4. Penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan 

oleh pihak lain. 

           Penetapan status penggunaan barang pada pasal 48 yaitu Pengguna 

Barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik 

daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah 

kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Pengajuan permohonan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diterimanya barang milik daerah 

berdasarkan dokumen penerimaan barang pada tahun anggaran yang 

berkenaan. Permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Pengguna 

Barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat pada akhir tahun 

berkenaan. Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan keputusan penetapan 

status penggunaan barang milik daerah setiap tahun. 

2.7 Pemanfaatan Barang Milik Daerah 

Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 78 yaitu 

pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh Pengelola Barang 

dengan persetujuan Gubernur/ Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah 

yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dengan 

persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian 

tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan 

selain tanah dan/atau bangunan. Pemanfaatan barang milik daerah 

dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan 

kepentingan daerah dan kepentingan umum, Pemanfaatan barang milik 
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daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan 

fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.  

2.8 Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 297 yaitu Pengelola 

Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib 

melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam 

penguasaannya. Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), meliputi:  

1. Pengamanan fisik 

2. Pengamanan administrasi 

3. Pengamanan hukum 

Pasal 297 Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan 

dengan tertib dan aman, Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik 

daerah dilakukan oleh Pengelola Barang. Pada pasal 298 

Gubernur/Bupati/Walikota dapat menetapkan kebijakan asuransi atau 

pertanggungan dalam rangka pengamanan barang milik daerah tertentu 

dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. 

2.9 Penilaian Barang Milik Daerah 

Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 325 yaitu Penilaian 

barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah 

daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan. Penilaian barang milik 

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:  
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1. Pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai 

2. Pemindahtanganan dalam bentuk hibah 

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan 

neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP), biaya yang diperlukan dalam rangka 

penilaian barang milik daerah dibebankan pada APBD. Pasal 326 Penilaian 

barang milik daerah berupa tanah dan bangunan dalam rangka pemanfaatan 

atau pemindahtanganan dilakukan oleh:  

1. Penilai Pemerintah 

2. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota 

2.10 Pemusnahan Barang Milik Daerah 

Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 421 Pemusnahan 

barang milik daerah dilakukan apabila barang sudah tidak dapat digunakan, 

tidak dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dipindahtangankan, terdapat 

alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Terdapat pada Pasal 422 ayat (1) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna 

Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/ Walikota, untuk 

barang milik daerah pada Pengguna Barang. Pemusnahan barang 

dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan 

Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah pada Pengelola 

Barang, pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada 
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Gubernur/Bupati/Walikota. Pasal 423 Pemusnahan dilakukan dengan cara 

dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

2.11 Penghapusan Barang Milik Daerah 

Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 431 Penghapusan 

barang milik daerah meliputi penghapusan dari Daftar Barang Pengguna 

atau Daftar Barang Kuasa Pengguna, penghapusan dari Daftar Barang 

Pengelola, penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah. Pasal 432 yaitu 

Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna atau Daftar Barang Kuasa 

Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431, dilakukan dalam hal 

barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna 

Barang atau Kuasa Pengguna Barang. Penghapusan dari Daftar Barang 

Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431, dilakukan dalam hal 

barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola 

Barang. 

Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 431 huruf c dilakukan dalam hal terjadi penghapusan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena 

pemindahtanganan atas barang milik daerah, putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, 

menjalankan ketentuan undang-undang, pemusnahan. Pasal 433 barang 

milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, 

Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena 
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penyerahan barang milik daerah, pengalihan status penggunaan barang 

milik daerah, pemindahtanganan atas barang milik, putusan pengadilan 

yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum 

lainnya, menjalankan ketentuan peraturan perundangundangan, 

pemusnahan. 

 

2.12 Penatausahaan Barang Milik Daerah 

Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 474 Pengelola 

Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah 

yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola 

menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Pengguna Barang harus 

melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang status 

penggunaannya berada pada Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna 

Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna atau Daftar Barang Kuasa 

Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Pasal 475 

Pengelola Barang menghimpun daftar barang Pengguna/daftar barang 

Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 ayat (2). 

Pengelola Barang menyusun daftar barang milik daerah berdasarkan 

himpunan daftar barang Pengguna/daftar barang Kuasa Pengguna 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan daftar barang Pengelola menurut 

penggolongan dan kodefikasi barang. Daftar barang milik daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk barang milik daerah yang 

dimanfaatkan oleh pihak lain. 
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BAB III 

ANALISIS DESKRIPTIF 

3.1. Data Umum 

3.1.1. Sejarah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon 

Menurut tata cara lingkungan peraturan pemerintah Kabupaten 

Cirebon No. 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat 

daerah Kabupaten Cirebon, Cirebon merupakan lembaga daerah yaitu 

SKPD, dan mempunyai fungsi pokok sebagai unsur penunjang. Penyusunan 

dan pelaksanaan kebijakan teknis tertentu sebagai fungsi Bupati. Dalam hal 

ini, tugas pokoknya adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah 

di bidang anggaran, keuangan, akuntansi, dan kekayaan daerah. 

Sejak pemisahan kelembagaan dari Bagian Keuangan dan Bagi 

Perlengkapan Sekretariat Daerah Kab. Cirebon menjadi BKAD Kab. 

Cirebon dan Sekretariat Daerah Kab. Cirebon, BKAD Kab. Cirebon 

memegang kendali penuh terhadap pengelolaan keuangan dan aset Kab. 

Cirebon khususnya dalam pengelolaan anggaran, belanja daerah serta aset 

daerah Kab. Cirebon. 

3.1.2. Visi dan Misi 

Visi 

Terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan 

aman (Bersama) 
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Misi 

Meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga meningkatkan daya 

saing mereka di pasar internasional, nasional dan lokal, serta 

meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah 

3.1.3. Tujuan 

Pernyataan tentang apa yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah 

selama periode 2019-2024. Tujuan dirumuskan secara tepat dan realistis 

serta harus mampu menjawab atau memecahkan masalah dan menjawab 

isu-isu strategis. Tujuan ini menggambarkan fungsi pelayanan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi lembaga keuangan publik dan pusaka. 

Berikut ini tujuan dan sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Cirebon : 

1. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan 

2. Tercapainya kinerja lembaga kekayaan keuangan daerah yang 

profesional dan kompeten 

3.1.4. Tugas dan Fungsi 

Badan Keuangan dan Peninggalan Daerah bertugas membantu 

Bupati Pangeran dalam melaksanakan beberapa tugas tertentu untuk 

menunjang kepengurusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi 

tanggung jawab Pengurus Daerah. Dalam pelaksanaan misi tersebut, Dinas 

Keuangan dan Peninggalan Kabupaten Cirebon melakukan misi sebagai 

berikut: 
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1. Perumusan kebijakan keuangan dan real estate daerah 

2. Koordinasi dan penyusunan APBD 

3. Koordinasi pengelolaan keuangan daerah 

4. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah 

5. Pengelolaan kekayaan daerah 

6. Melaksanakan dan menunjang urusan administrasi keuangan daerah 

7. Pengelolaan data dan penyelenggaraan sistem informasi pemerintah daerah 

di bidang keuangan daerah 

8. Lakukan penilaian dan laporan keuangan dan real estate setempat 

9. Pengelolaan lembaga keuangan dan aset daerah 

10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas-tugas Hakim 

Daerah yang ditugaskan oleh Hakim Daerah. 

3.1.5. Struktur Organisasi  

1. Kepala Badan 

Kepala Badan yaitu bertugas merumuskan, mengoordinasikan, 

melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan beberapa 

urusan pemerintahan di bidang keuangan, terkait pengelolaan bersama 

yang ditugaskan kepada otoritas daerah dan daerah. Dalam menjalankan 

tugasnya, Direktur Eksekutif juga menyelenggarakan fungsi sebagai 

berikut: 

1. Pembuatan bahan perencanaan keuangan daerah dan pemilik aset 

2. Perumusan kebijakan fiskal dan kekayaan daerah 

3. Koordinasi dan penyusunan anggaran daerah 
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4. Koordinasi dan pengelolaan kementerian keuangan daerah 

5. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah 

6. Pengelolaan Properti Masyarakat 

7. Pelaksanaan administrasi lembaga keuangan daerah dan lembaga 

properti 

8. Menjalankan fungsi pengawas keuangan dan komoditi negara 

9. Evaluasi dan pelaporan kinerja kegiatan lembaga dan aset keuangan 

daerah 

10. Melaksanakan tugas Bupati dan tugas lain yang diberikan Bupati 

sehubungan dengan itu. 

2. Sekretariat 

Sekretariat bertanggung jawab atas perumusan, perencanaan, 

pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi umum dan 

sumber daya manusia, keuangan dan kekayaan daerah, serta 

perencanaan, evaluasi, pelaporan dan koordinasi kebijakan teknis 

pengembangan dan pelaksanaan di bidang keuangan dan kekayaan 

daerah, dalam melaksanakan tugasnya, Badan Sekretariat juga 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

1. Penyiapan bahan perencanaan di sekretariat instansi 

2. Mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknologi 

di bidang keuangan dan kekayaan daerah 

3. Kontrol peralatan dan praktik tata graha 

4. Manajemen pelaksanaan urusan administrasi 
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5. Pengelolaan arsip, pelaksanaan protokoler dan kegiatan publisitas 

6. Pengendalian manajemen personalia 

7. Pengelolaan pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset/komoditas 

daerah 

8. Persiapan dan koordinasi perencanaan dan penganggaran 

9. Mengoordinasikan pelaksanaan dan persiapan pelaksanaan tugas 

kedinasan dan pelaksanaan laporan 

10. Mengoordinasikan penyusunan tata dan tata cara organisasi. 

11. Evaluasi dan pelaporan kinerja kegiatan Sekretariat Kantor 

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan yang 

berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 

3. Bidang Anggaran 

Bidang Anggaran mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, 

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian anggaran 

daerah, dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Anggaran juga 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

1. Persiapan bahan perencanaan ruang tamu 

2. Penyusunan pedoman teknis di bidang rumah tangga 

3. Penyelarasan alokasi anggaran untuk persiapan perubahan KUA 

PPAS dan KUPA/PPAS 

4. Koordinasi penyusunan RKA/DPA SKPD dan/atau 

RKAP/DPPA SKPD 
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5. Penyusunan Peraturan Daerah APBD dan Perubahan APBD dan 

Peraturan Kepala Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD 

Pembangunan 

6. Menyusun peraturan kepala daerah untuk teknis penyusunan 

anggaran SKPD 

7. Penyesuaian rencana anggaran pendapatan 

8. Koordinasi rencana anggaran daerah 

9. Penyesuaian rencana anggaran pinjaman 

10. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan anggaran 

11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan yang 

berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 

4. Bidang Perbendaharaan  

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan, 

merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan 

perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah. 

Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas juga 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

1. Penyiapan bahan perencanaan perbendaharaan negara daerah 

2. Penyusunan pedoman teknis di bidang keuangan, akuntansi dan 

pelaporan; 

3. Koordinasi pengelolaan keuangan daerah 

4. Koordinasi pengelolaan keuangan daerah 
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5. Mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan keuangan 

terkait penerimaan dan pengeluaran kas serta pengendalian dan 

pertanggungjawaban (SPJ) 

6. Integrasi seluruh laporan keuangan dari SKPD, BLUD dan PPKD 

7. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

8. Koordinasi kegiatan penyusunan peraturan daerah tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

9. Pengembangan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan 

pemerintah daerah 

10. Sepuluh Mendorong pemerintah daerah untuk menyusun laporan 

akuntansi 

11. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang 

Perbendaharaan 

12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang 

berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 

5. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah  

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas 

merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi 

pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Bidang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah dalam melaksanakan tugas juga 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

1. Perumusan bahan perencanaan pada Bidang Pengelolaan Barang 

Milik Daerah. 
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2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan barang milik 

daerah. 

3. Pelaksanaan tugas Pengurus Barang Pengelola berdasarkan 

peraturan pengelolaan Barang Milik Daerah. 

4. Pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang 

pengelolaan barang milik daerah 

5. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen rencana kebutuhan 

Barang Milik Daerah, standar harga dan standar kebutuhan Barang 

Milik Daerah 

6. Pelaksanaan koordinasi pemusnahan barang milik daerah yang telah 

disetujui oleh Bupati 

7. Pelaksanaan koordinasi pemindahtanganan dengan cara penjualan 

barang milik daerah dengan instansi pemerintah yang mempunyai 

fungsi pelayanan penjualan barang milik negara/daerah 

8. Pelaksanaan koordinasi penetapan pejabat pengelola barang milik 

daerah 

9. Pelaksanaan koordinasi penetapan status penggunaan barang milik 

daerah 

10. Pelaksanaan koordinasi penatausahaan (pencatatan, Inventarisasi 

dan Pelaporan) barang milik daerah dalam penguasaan pengelola 

barang 

11. Pelaksanaan koordinasi penilaian barang milik daerah 
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12. Pelaksanaan koordinasi pembinaan sumber daya manusia pengelola 

barang milik daerah 

13. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan pengembangan sistem 

informasi barang milik daerah 

14. Pelaksanaan koordinasi pengamanan barang milik daerah 

15. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan barang milik daerah yang 

berada pada pengelola barang 

16. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan barang milik daerah yang 

berada pada pengelola barang 

17. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian tuntutan kerugian daerah 

18. Pelaksanaan koordinasi monitoring dan evaluasi pengelolaan barang 

milik daerah 

19. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di Bidang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah 

20. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk 

operasional di Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah 

21. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah 

22. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang 

berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 
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Berikut ini digambarkan struktur organisasi pada Badan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Cirebon : 

Tabel 3.1 Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah 
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3.2. Data Khusus 

3.2.1 Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Daerah 

Perencanaan kebutuhan adalah proses pengembangan 

kebutuhan khusus pada Barang Milik Daerah dalam rangka 

membangun hubungan antara pengadaan barang sebelumnya dan 

situasi saat ini sebagai dasar untuk mengambil tindakan menuju 

pemenuhan di masa depan. Sedangkan anggaran adalah perencanaan 

keuangan yang ditunjukkan bagaimana SDM, material, dan lainnya 

didistribusikan. Anggaran organisasi publik mencakup pengeluaran 

yang diantisipasi yang sejalan dengan pendapatan yang diantisipasi. 

Perencanaan dan penganggaran barang milik daerah dalam konteks 

Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) ditinjau dengan 

memahami konsep PPD dengan melihat keterkaitannya dan 

integrasi Rencana Kerja (Renja) OPD dengan Rencana Kerja 

Anggaran (RKA) artinya dalam tingkat OPD, perencanaan 

kebutuhan ini adalah awal untuk perencanaan pembangunan dalam 

perencanaan anggaran. Implementasinya yaitu dengan kebijakan 

perencanaan anggaran pembangunan nasional dan daerah harus 

dilaksanakan secara komprehensif, dengan tujuan agar kebijakan 

pembangunan terintegrasi, konsisten, dan mengutamakan prinsip 

disiplin.  

Proses perumusan spesifik tentang persyaratan untuk milik 

daerah dikenal sebagai perencanaan kebutuhan. Hal ini digunakan 
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sebagai dasar untuk mengambil tindakan untuk memenuhi 

kebutuhan masa depan dengan menghubungkan item pengadaan 

sebelumnya dengan keadaan saat ini. Kegiatan perencanaan harus 

didasarkan pada tugas dan tanggung jawab masing-masing individu, 

berdasarkan anggaran yang disediakan dengan mempertimbangkan 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Item yang Diperlukan 

2. Jika perlu 

3. Berapa biayanya 

4. Siapa buka siapa pakai 

5. Alasan kebutuhan 

6. Cara mendapatkan 

7. Waktu yang dibutuhkan 

Sejalan dengan Permendagri No 19 Tahun 2016 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah, rencana kebutuhan berbasis OPD 

menjadi dasar usulan OPD yang memuat anggaran penyusunan 

kebutuhan, indikator dan rencana kerja baru, yang dinyatakan 

sebagai anggaran. 
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Tabel 2.2 Proses Perencanaan dan Penganggaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam proses perencanaan dan penganggaran di Badan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon pada proses 

pengelolaannya digunakan sistem perencanaan barang yang 

dilaksanakan menjadi barang milik daerah. Proses pertama adalah 

perencanaan karena jika melakukan kegiatan yang tidak ada 

perencanaan maka rencana untuk barang milik daerah tidak bisa 

dilaksanakan. Badan Keuangan dan Aset Daerah sistem ini adalah 

Rencana Kebutuhan Barang Milik 

Daerah dan Rencana Kebutuhan 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah  

RKA SKPD Ketersediaan BMD di Badan 

Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Cirebon 

Data barang yang ada dalam 

pemakaian 

Standarisasi sarana dan 

prasarana 

APBD 

Daftar Kebutuhan Barang 

Milik Daerah (DKBMD) 

Daftar Kebutuhan 

Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah (RKBMD) 
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proses pengadaan barang yang sudah dicatat dalam Rencana Kerja 

Barang Milik Daerah (RKBMD) selanjutnya proses penganggaran 

setiap SKPD mulai menyusun RKBU dan RPBU yang sesuai 

dengan Rencana Kerja yang sudah ditetapkan, kemudian RKBU dan 

RPBU tersebut disampaikan kepada Badan Keuangan dan Aset 

Daerah (BKAD) dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 

(BAPPENDA) sebagai pembantu dalam pengelolaan barang milik 

daerah. Setelah semua RKBU dan RPBU diterima oleh Badan 

Keuangan dan Aset Daerah kemudian mulai menyusun RKA 

anggaran berikutnya. Jumlah anggaran yang diperoleh pada Badan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2017 sampai 

2020 yaitu: 

Tabel 3.3 Jumlah Anggaran Belanja Langsung Tahun 2018-2020 

No Tahun Anggaran Belanja Langsung 

1 2018 1.811.291.449.978 

2 2019 2.011.883.762.973 

3 2020 1.190.896.980.820 

Sumber:BKAD Kabupaten Cirebon 

Pada tahap pertama, perencanaan kebutuhan dilakukan 

setelah rencana penerimaan barang dari pemerintah dicatat dalam 

Rencana Kerja Aset Daerah (RKBMD), setelah proses pertama 

selesai dilanjutkan setiap SKPD mulai menyusun RKPBU dan 
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RPBU yang sudah ditetapkan sesuai dengan Rencana Kerja, 

kemudian RKPBU dan RPBU disampaikan ke Badan Keuangan dan 

Aset Daerah (BKAD) dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 

(BAPPENDA) sebagai pembantu pada pengelolaan barang milik 

daerah. Setelah RKPBU dan RPBU diterima oleh bidang anggaran 

kemudian baru dibuat anggaran yang dikeluarkan dalam total 

anggaran pada tahun terakhir di tahun 2020 yaitu 1.190.896.980.820 

setelah selesai kemudian melakukan pengadaan barang supaya 

barang yang telah diadakan dapat digunakan oleh Badan Keuangan 

dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon dengan baik supaya 

terhindar dari sistem pembiayaan.  

3.2.2 Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Badan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Cirebon 

Pengadaan Barang Milik Daerah ini Kepala SKPD yang 

bertanggung jawab atas pengelolaan atau mutu barang dan laporan 

pelaksanaan kepada Kepala Daerah oleh pengelola dengan 

dilampiri dokumen pengadaan barang. Proses memperoleh produk 

di PBMD sesuai dengan peraturan produk yang berlaku. PBMD 

menyelenggarakan tim pengadaan dan tim pengelola barang setiap 

tahun, dan juga bertanggung jawab atas penyiapan dan pengurusan 

selanjutnya atas dokumen dan barang yang akan dibeli. Badan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon selalu 

melaksanakan kegiatan ini hanya saja tidak semua laporan 
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pengadaan barang ditingkat bidang menyampaikannya ke bidang 

aset. Proses pengadaan barang di Pemerintahan Kabupaten Cirebon 

sudah memiliki standar dalam pengadaannya sesuai dengan 

peraturan bupati tentang sarana dan prasarana, namun dalam 

pengadaan barang masih banyak yang tidak sesuai dengan 

kebutuhan karena aturan pengadaan barang di BKAD Kabupaten 

Cirebon harus di sesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten 

Cirebon tentang sarana dan prasarana yang memiliki standar 

barang terhadap pengadaan barang.  

3.2.3 Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Badan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Cirebon 

Penggunaan barang milik daerah pada BKAD Kabupaten 

Cirebon yaitu memperhatikan jumlah pegawai pada SKPD, standar 

pada kebutuhan tanah dan bangunan untuk diselenggarakannya 

tugas dan fungsi SKPD. Kegiatan penggunaan di bidang aset di 

BKAD Kabupaten Cirebon kepala SKPD dapat mengajukan rencana 

kebutuhan barang bagi SKPD. 

3.2.4 Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Badan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Cirebon 

Pemanfaatan barang milik daerah yang tidak digunakan 

sesuai dengan fungsi dan tugas SKPD yang bersangkutan kepada 

Kepala Daerah dikenakan sanksi berupa pembukuan dana 

pemeliharaan tanah atau bangunan. Kasus yang terjadi pada BKAD 



 

34 
 

Kabupaten Cirebon terhadap pemanfaatan barang yaitu adanya 

perpindahan dari pengguna barang karena adanya mutasi antar 

SKPD. Pemanfaatan barang milik daerah harus dipelihara dan 

digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun 

permasalahan yang dihadapi yaitu penggunaan barang milik daerah 

Kabupaten Cirebon yaitu belum mendapatkan status penggunaan 

barang sesuai dengan siklus yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah. 

3.2.5 Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada 

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon 

Pengamanan dan pemeliharaan barang pada BKAD 

Kabupaten Cirebon dilakukan oleh pihak BKAD yang akan 

bertanggungjawab atas barang milik daerah yang ada di bawah 

kepengurusannya, kemudian SKPD melakukan pemeliharaan 

terhadap barang yang berada didalam kepengurusannya atas dasar 

kegunaan terhadap SKPD. Perawatan barang dilakukan oleh 

masing-masing SKPD, biaya perawatannya didapatkan melalui 

anggaran daerah yang sudah tertera di dalam APBD tahunan. 

Pemeliharaan dilakukan SKPD berupa perawatan tingkat ringan 

dengan kata lain apabila ada kerusakan ringan perawatannya masih 

melalui SKPD pengguna barang. 
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3.2.6 Penilaian Barang Milik Daerah Pada Badan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Cirebon 

BKAD Kabupaten Cirebon sebagai unit kerja teknis yang 

membantu pengelolaan barang serta mengkoordinir dan membina 

SKPD, namun penilaian umumnya sering dilakukan yaitu berkaitan 

dengan penghapusan barang. Penilaian tanah, alat-alat angkutan, 

alat kantor pada BKAD Kabupaten Cirebon. Penilaian dalam barang 

milik daerah dilakukan pada saat mengakomodir dalam pengelolaan 

barang. 

3.2.7 Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Badan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Cirebon 

Pengelolaan Barang Milik Daerah pada BKAD Kabupaten 

Cirebon pada prinsipnya meliputi semua barang milik daerah dapat 

dihapuskan yang sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna 

atau kuasa pengguna misalkan sudah beralih kepemilikannya terjadi 

pemusnahan atau karena alasan-alasan lain, secara prinsip 

dilakukan:  

1. Penghapusan barang tidak bergerak berdasarkan pertimbangan 

yaitu jika barang rusak berat atau terkena bencana alam, tidak 

dapat digunakan, kebutuhan organisasi karena perkembangan 

tugas, penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan 

memudahkan koordinasi 
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2. Penghapusan barang bergerak berdasarkan 

pertimbangan/alasan-alasan yaitu pertimbangan teknis, antara 

lain rusak dan tidak ekonomis apabila diperbaiki tidak dapat 

digunakan lagi akibat modernisasi, telah melampaui batas waktu 

kegunaannya karena penggunaan mengalami perubahan dasar 

spesifikasi, selisih kurang dalam ukuran disebabkan 

penggunaannya susut dalam penyimpanan, pertimbangan 

ekonomis, antara lain untuk optimalisasi barang milik daerah 

yang berlebih karena biaya operasional dan pemeliharaannya 

lebih besar dari manfaat yang diperoleh, karena hilang atau 

kekurangan perbendaharaan atau kerugian, yang disebabkan 

antara lain kesalahan atau kelalaian Penyimpan atau Pengurus 

Barang, diluar kesalahan atau kelalaian Penyimpan atau 

Pengurus Barang. Proses penghapusan barang milik daerah 

Kepala Daerah membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik 

Daerah yang terdiri dari unsur instansi teknis terkait. Tugas 

Panitia meneliti barang yang rusak, dokumen kepemilikan, 

administrasi, penggunaan, pembiayaan, pemeliharaan maupun 

data lainnya yang diperlukan. BKAD Kabupaten Cirebon telah 

melaksanakan penghapusan sesuai dengan Permendagri No 19 

tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah. 
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3.2.8 Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Badan Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon 

Penatausahaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh 

BKAD Kabupaten Cirebon sudah sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Kegiatan pembukuan Pengguna atau Kuasa Pengguna 

melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke 

dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) atau Daftar Barang Kuasa 

Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang. 

Pencatatan barang milik daerah dimuat dalam Kartu Inventaris 

Barang (KIB) sesuai format yang meliputi KIB A yang meliputi 

barang mesin, KIB B yang meliputi Peralatan dan mesin, KIB C 

yang meliputi Gedung dan bangunan, KIB D yang meliputi Jalan, 

irigasi dan jaringan, KIB E yang meliputi Aset tetap lainnya, KIB F 

yang meliputi Konstruksi dalam pengadaanya. Pencatatan barang 

berdasarkan KIB (Kartu Inventaris Barang) berfungsi untuk 

mempermudah dalam pelaporan aset yang berada pada setiap 

SKPD, namun sistem dan prosedur dalam pelaksanaan untuk 

koordinasi belum dikuatkan dalam PERDA. Hal ini akan 

diperhatikan untuk pengelolaan barang milik daerah serta 

pengelolaan keuangan daerah kedepannya, diketahu bahwa, Seksi 

Penatausahaan dan Penghapusan belum sepenuhnya dilakukan 

pembinaan terhadap para pengurus atau pengelola barang milik 

daerah di seluruh kecamatan dalam pembuatan Pembuatan Kartu 
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Inventaris Ruangan dan Kartu Inventaris Barang. Karena dalam 

kegiatan ini masih banyak ditemui ketelambatan dalam 

penatausahaan barang kedalam pembuatan laporan barang. Kegiatan 

ini dimaksudkan supaya laporan barang yang disajikan dapat 

memberikan informasi yang tepat dalam prosedur pengelolaan 

barang milik daerah. 

3.2.9 Aspek-Aspek pendukung Implementasi Kebijakan Pengelolaan 

Barang Milik Daerah khususnya penghapusan peralatan dan 

mesin di Kabupaten Cirebon 

Aspek-aspek yang mendukung pelaksanaan pengelolaan di 

Kabupaten Cirebon diuraikan menurut tahapannya sebagai berikut: 

1. Perencanaan operasional, menyusun rencana peningkatan 

kualitas infrastruktur Pengelolaan Barang Milik Daerah di 

Kabupaten Cirebon, setelah menentukan tujuan sarana 

prasarana, harus menyusun rencana untuk meningkatkan 

kualitas infrastruktur sesuai dengan tujuan. Aspek kualitas 

infrastruktur yang akan dicapai, kegiatan yang harus dilakukan, 

siapa yang harus melaksanakannya, kapan dan di mana 

pelaksanaannya, dan biaya infrastruktur semuanya harus 

diuraikan secara jelas dan ringkas dalam rencana ini. Dalam 

proses memasukkan program pemerintah daerah ke dalam 

tindakan, perencanaan operasional tidak mengabaikan rencana 
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yang telah dibuat. Hasilnya, banyak program yang berhasil 

diwujudkan karena perencanaan yang baik telah dilakukan. 

2. Inventarisasi sarana dan prasarana Pengelolaan barang milik 

daerah di Kabupaten Cirebon sangat memperhatikan dalam hal 

menyusun rencana untuk program inventarisasi ini yaitu 

Keterbukaan kepada seluruh pemangku kepentingan menjadi 

perhatian utama dalam penyusunan rencana program ini karena 

memberikan kejelasan mengenai kemampuan pemerintah untuk 

menutupi program ini dan besaran yang harus ditanggung oleh 

pemerintah pusat untuk pelaksanaan program ini. Karena 

kurangnya dana yang cukup, tidak mungkin untuk 

menyelesaikan fasilitas ini dengan cara yang diharapkan. 

3. Pemeliharaan sarana dan prasarana yang merupakan pendukung 

untuk keaktifan proses pendataan dan pemeliharaan. Hal-hal ini 

tidak akan bertahan selamanya, bahkan lama kelamaan akan 

menimbulkan kerugian, kehancuran, bahkan kepunahan. Proses 

berkelanjutan untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana 

yang ada dalam kondisi baik dan siap pakai dikenal dengan 

istilah pemeliharaan. Pengadaan biaya yang termasuk dalam 

keseluruhan anggaran pemeliharaan dan dimaksudkan untuk 

kelangsungan “bangunan”, “peralatan”, dan “perabotan”, serta 

penyediaan biaya untuk keperluan perbaikan, pemugaran, dan 

penggantian, merupakan pemeliharaan dan perlengkapan 
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karena kerusakan sebenarnya dimulai saat bangunan pertama 

kali dibangun. Perabotan dan peralatan tersebut berasal dari 

kontraktor, penjual, atau pembeli fasilitas, kemudian prosesnya 

mati, padahal fasilitas tersebut digunakan dengan hati-hati. 

3.2.10 Kelemahan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon 

1. Kelemahan pada perencanaan barang milik daerah, terdapat 

kendala pada BKAD Kabupaten Cirebon dalam perencanaan 

barang ini yaitu masih ada sebagian SKPD yang asal-asalan 

dalam mengusulkan perencanaan barang milik daerah karena itu 

dapat menghambat dalam membuat suatu perencanaan barang 

milik daerah pada BKAD Kabupaten Ciebon. 

2. Kelemahan pada sisi penatausahaan barang milik daerah masih 

ada Sebagian barang yang tidak sesuai dan ada juga sebagian 

barang yang tecatat tetapi barangnya tidak ada, begitupun 

sebaliknya yaitu barangnya ada tetapi tidak tecatat, karena itu 

dapat menjadi sebuah kendala dalam pencatatan barang pada 

BKAD Kabupaten Cirebon. 

3. Kelemahan pada sisi penghapusan barang yaitu ada sebagian 

barang yang ketika dihapuskan tetapi barangnya tidak sesuai 

dengan fisik barang yang dihapuskan, jadi fisik pada barang yang 

akan dihapuskan itu masih bisa atau masih layak digunakan maka 
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tidak sesuai kriteria atau tidak termasuk dalam penghapusan 

barang. 
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BAB IV  

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Menurut pembahasan mengenai Barang Milik Daerah Badan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1.  Dalam pengelolaan barang milik daerah di Badan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Cirebon ada beberapa tahapan dalam pengelolaan 

yaitu yang pertama dalam system perencanaan kebutuhan 

penganggaran barang milik daerah, setelah itu dilakukan pengadaan 

barang milik daerah, penggunaan barang milik daerah, proses 

selanjutnya akan diikuti pemanfataan barang milik daerah, pengamanan 

dan pemeliharaan barang milik daerah, kemudian dilakukan penilaian 

barang, setelah melakukan penilaian maka dilakukan tahapan 

pemusnahan barang, penghapusan barang, penatausahaan barang milik 

daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon. 

2. Kendala dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah yaitu 

masih terdapat asal-asalan dalam mengusulkan perencanaan barang 

milik daerah, kemudian masih ada sebagian barang yang tidak sesuai 

dan ada juga sebagian barang yang sudah tercatat tetapi barangnya tidak 

ada, dan ada sebagian barang ketika ingin dihapuskan tetapi barang 

tidak sesuai dengan fisik barang yang akan dihapuskan 
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4.2 Saran 

 Terdapat kelemahan atau kendala yang sudah dijelaskan pada 

kesimpulan diatas dapat menjelaskan bahwa ketika sedang melakukan 

pengusulan perencanaan barang milik daerah butuh keseriusan agar tidak 

asal-asalan dalam mengambil keputusan untuk melaksanakan perencanaan 

barang milik daerah, kemudian ada kendala dalam pencatatan barang milik 

daerah juga harus dilakukan dengan teliti agar tidak terjadi hal yang tidak di 

inginkan seperti barang yang sudah tercatat tetapi barangnya tidak ada, 

dalam proses penghapusan barang juga harus diperiksa terlebih dahulu 

barang yang akan dihapuskan itu sesuai dengan kriteria barang yang perlu 

dihapuskan atau tidak agar dapat mengambil keputusan yang benar supaya 

tidak terjadi hal-hal yang akan berdampak pada laporan pencatatan barang 

milik daerah. 
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